BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG

TAHUN 2018 NOMOR 76

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

bahwa rangka meningkatkan penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan secara efisien dan
efektif, perlu dilaksanakan penataan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisisi
jabatan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna
Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan perkembangan
keadaan dan kebutuhan organisasi daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494 );

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
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Menetapkan

10.

11.

12.

13.

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6037);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Pedoman Analisis Jabatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun
2016 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016
Nomor 6).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;

Dokumentasi dan Informasi Hukum| 2



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Otonom,;

3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;

4. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data
jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk
kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi
organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntablitas

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparat
Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembinan Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan;

6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Bantaeng;

7. Jabatan Administrasi adalah sekelmpok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan
serta pembangunan melalui jabatan admnistrator, jabatan pengawas dan
jabatan pelaksana;

8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang
bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta
administrasi Pemerintahan dan Pembangunan;

9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan
kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;

10. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi
jabatan yang berupa sekolompok tugas yang melembaga atau menyatu
dalam suatu wadah jabatan;

11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi negara;

12. Bezetting adalah Jumlah Pegawai yang dimiliki saat ini atau disebut juga
persediaan pegawai yang ada pada suatu Perangkat Daerah dan
menggambarkan posisi jabatan Pegawai Negeri Sipil, sehingga jelas
kedudukan antara atasan dan bawahan pada suatu unit organisasi.

BAB 1II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi
jabatan secara tepat dan akurat;

(2) Informasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui
proses metode dan teknik pengumpulan dan pengolahan data jabatan di
lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3
Analisis Jabatan ini bertujuan sebagai dasar pengelolaan kepegawaian
khususnya Penataan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

dalam rangka kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan
pengawasan serta akuntabilitas.
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Pasal 4

Analisis Jabatan digunakan sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
rangka :

a. perencanaan kebutuhan PNS;

b. rekruitmen calon PNS;

c. penempatan PNS;

d. pengendalian PNS;

e. perencanaan pendidikan dan pelatihan PNS;

f. pengembangan PNS; dan

g. kesejahteraan PNS.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1) Analisis Jabatan dilakukan terhadap jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Analisis Jabatan diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :

korelasi jabatan;
. kondisi Lingkungan Kerja;
resiko Bahaya;
syarat jabatan;
hasil pekerjaan;
butir informasi lain.

a. nama jabatan;

b. kode jabatan;

C. unit kerja;

d. kedudukan dalam struktur organisasi;
e. ikhtisar jabatan;

f. uraian tugas;

g. bahan kerja;

h. perangkat/alat kerja;
i. hasil Kerja;

j- tanggung Jawab;

k. wewenang;

L.

m

n.

0.

p-

q.

Pasal 6

Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari
Peraturan Bupati ini

BAB IV
TIM ANALISIS JABATAN

Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan analisis jabatan Pemerintah Daerah dibentuk Tim
Analisis Jabatan;

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris
Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi Kepegawaian;
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Analisis Jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Desember 2018

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Desember 2018

“RAH KABUPATEN BANTAENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 76
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